
 

WALIKOTA DUMAI 
 
 

PERATURAN WALIKOTA DUMAI 
 NOMOR 9 TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK 
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA DUMAI, 

 
Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi penggantian biaya cetak penerbitan Kartu 

Tanda Penduduk telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai 
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil; 

  b. bahwa dengan adanya perubahan spesifikasi dan jenis blangko 
yang digunakan dalam pendaftaran penduduk, dari KTP biasa 
menjadi KTP elektronik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar Dan 
Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Dan Blangko Kartu 
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara 
Nasional, perlu adanya perubahan tarif Retribusi penerbitan Kartu 
Tanda Penduduk elektronik; 

  c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif 
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;   

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974    Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3019); 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan  
Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat II Dumai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3829); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 



 

 

 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4634); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4674); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan 
sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3742); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4736); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

  16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 
tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); 

  17. Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Penpencatatan Sipil; 

 
 
 
 



 

 

 
  18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu 

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara 
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu 
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara 
Nasional; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Dan 
Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional; 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 
2009 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat 
Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional; 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Penpencatatan sipil 
(Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 6 Seri D Tahun 2007); 

  23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri D); 

  24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk Dan 
Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 
Nomor 4 Seri B); 

  25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita 
Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 21 Seri D); 

  26. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2011 tentang Standar 
Pelayanan Minimum Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pindah Penduduk di Kota 
Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 22 Seri D); 

  27. Peraturan Walikota Dumai Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Tahun 2011 (Lembaran 
Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 23 Seri D); 

  28. Peraturan Walikota Dumai Nomor 35 Tahun 2011 tentang Standar 
Pelayanan Minimum (SPM) Pencatatan Sipil Kota Dumai (Lembaran 
Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 24 Seri D); 

  29. Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2011 tentang Formulir 
dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 
25 Seri D); 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 
PENGGANTIAN BIAYA CETAK PENERBITAN KARTU TANDA 
PENDUDUK. 

 
Pasal I 

 

Peraturan Daerah Dumai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan 
Sipil (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 4 Seri B), 
diubah sebagai berikut : 

 
Ketentuan Lampiran Huruf A, Huruf B dan Huruf C diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 
A. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP). 

 
 

NO 
 

 

JENIS RETRIBUSI 
 

TARIF 
(Rp) 

 

 

KETERANGAN 

 

1. 
 

 

Biaya penerbitan e-KTP (WNI) 
 

75.000,-  

 

2. 
 

 

Biaya penerbitan e-KTP (WNA) 
 

250.000,-  

 
B. KARTU KELUARGA (KK). 

 
 

NO 
 

 

JENIS RETRIBUSI 
 

TARIF 
(Rp) 

 

 

KETERANGAN 

 

1. 
 

 

Biaya cetak dan penerbitan KK 
(WNI) 
 

 

25.000,-  

 

2. 
 

 

Biaya cetak dan penerbitan KK 
(WNA) 
 

 

100.000,-  

 
C. SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT). 

 
 

NO 
 

 

JENIS RETRIBUSI 
 

TARIF 
(Rp) 

 

 

KETERANGAN 

 

1. 
 

 

Biaya cetak dan penerbitan SKTT 
bagi orang asing tinggal terbatas 
 

 

500.000,-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan  penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Dumai. 

 
Ditetapkan di  Dumai 
pada tanggal 16 Januari 2013 

   
WALIKOTA DUMAI, 

 
 

dto 
 

KHAIRUL ANWAR 
 
Diundangkan di Dumai 
pada tanggal 16 Januari 2013 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, 
 
 
                          dto    
 
                SAID MUSTAFA 
 
BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013  NOMOR 2 SERI C 


